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CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA TAHUN 2027
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Pemerintah Desa Bungko dapat menyusun Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Dokumen ini merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Desa yang menjadi penjabaran RPJM Desa Bungko Tahun 2023–2028 dan menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027.
Penyusunan RKP Desa Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses penyusunannya memperhatikan hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, RPJM Desa, data Desa dan data pembangunan Desa, informasi pagu indikatif Desa, serta program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
RKP Desa Tahun 2027 memuat prioritas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, termasuk rencana program, kegiatan, target, lokasi, pelaksana, dan sumber pembiayaan sesuai kewenangan Desa. Dokumen ini disusun melalui proses yang partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel agar rencana pembangunan benar-benar menjawab kondisi objektif serta kebutuhan masyarakat Desa Bungko.
Kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Permusyawaratan Desa, perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat Desa Bungko yang telah memberikan masukan dan berpartisipasi dalam tahapan perencanaan. Sinergi seluruh unsur Desa menjadi bagian penting dalam memastikan RKP Desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Semoga Dokumen RKP Desa Tahun 2027 ini dapat menjadi pedoman kerja yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa secara terarah, terukur, transparan, dan bertanggung jawab, serta mendukung terwujudnya Desa Bungko yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera.

Bungko,     September 2026
Sangadi,



AMINULAH PAPUTUNGAN
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pengaturan desa menekankan prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan prinsip tersebut, desa sebagai entitas hukum dan pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang matang, berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan semangat demokrasi yang terus berkembang. Hal ini penting agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung efektif, responsif, dan berakar pada kebutuhan masyarakat desa sendiri.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 menjadi landasan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang mengatur, antara lain, kewenangan Desa, pemerintahan Desa, keuangan dan aset Desa, pembangunan Desa, kerja sama Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa. Ketentuan tersebut menjadi rujukan penting dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2027.
RKP Desa Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran RPJM Desa Bungko Tahun 2023–2028 untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan inklusif dengan memperhatikan informasi pagu indikatif Desa serta rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang masuk ke Desa.
RKP Desa Tahun 2027 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. RKP Desa paling sedikit memuat evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa, kegiatan yang dikelola melalui kerja sama, kegiatan berdasarkan kewenangan penugasan, serta pelaksana kegiatan Desa.
Sebagai dokumen strategis pembangunan tahunan, RKP Desa Tahun 2027 menjadi dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini juga menjadi instrumen untuk memastikan hubungan yang jelas antara masalah, sasaran, prioritas kegiatan, indikator hasil, lokasi, pelaksana, dan sumber pembiayaan.
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa, pencermatan RPJM Desa, evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, kondisi objektif Desa, data dan informasi pembangunan, serta informasi pagu indikatif dan program yang masuk ke Desa. RKP Desa Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir September 2026 dan menjadi dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027.
1.2 DASAR HUKUM
1. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara;
2. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah antara lain dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
8. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
15. 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa;
16. 16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, sepanjang relevan dengan program dan kegiatan Desa;
17. 17. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
18. 18. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kota Kotamobagu;
19. 19. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. 20. Peraturan Desa Bungko Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023–2028;
21. 21. Peraturan Desa Bungko Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. 22. Peraturan Desa Bungko tentang RKP Desa Tahun 2027 dan ketentuan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2027 setelah ditetapkan;
23. 23. Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pengelolaan, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2027, setelah ditetapkan.
TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan RPJM Desa Bungko Tahun 2023–2028, hasil Musyawarah Desa, evaluasi RKP Desa Tahun 2026, kondisi objektif Desa, data pembangunan, serta kemampuan pendanaan Desa.
RKP Desa Tahun 2027 berfungsi sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran dengan menghubungkan kebutuhan masyarakat, kewenangan Desa, target pembangunan, rencana kegiatan, dan sumber pendanaan secara terukur.
a. Tujuan
a) Menjabarkan RPJM Desa Bungko ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk Tahun 2027;
b) Menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Desa Tahun 2027;
c) Menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
d) Menetapkan kerangka pendanaan sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027;
e) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memiliki dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Desa;
g) Menjadi dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2027;
b. Manfaat
a) Membantu mengatasi permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan di desa;
b) Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu;
c) Memberikan arah yang jelas terhadap kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) Menampung aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan mengintegrasikannya dengan program pembangunan desa;
e) Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta semangat gotong-royong dan swadaya;
f) Menjamin kesinambungan pembangunan baik dalam lingkup desa maupun antar desa yang menjadi kawasan pengembangan bersama.
1.3 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA
Proses penyusunan RKP Desa Bungko Tahun 2027 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan diselaraskan dengan tahapan penyusunan RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2027 dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027. Tahapan utama meliputi:
1. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2026, termasuk pencermatan ulang RPJM Desa dan pembentukan Tim Verifikasi.
2. Sangadi membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 paling lambat bulan Juni 2026. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang serta mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
3. Pada bulan Juni 2026 sampai dengan minggu ketiga dilakukan pencermatan dan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa, data pembiayaan pembangunan, serta pagu indikatif Desa, termasuk DD, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan sumber lain yang sah.
4. Rancangan RKP Desa Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028 disusun pada bulan Juli 2026 berdasarkan RPJM Desa, evaluasi RKP Desa Tahun 2026, kondisi objektif Desa, pagu indikatif, dan program/kegiatan yang masuk ke Desa.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2026 untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, pembidangan program/kegiatan, sumber pendanaan, serta prioritas yang difokuskan.
6. Sangadi menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa kepada BPD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus 2026, dilengkapi RAB kegiatan dan sumber pendanaannya.
7. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa pada bulan September 2026 sampai dengan minggu keempat, untuk mencapai kesepakatan bersama dan menetapkan rancangan menjadi Peraturan Desa.
8. RKP Desa Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir September 2026 dan menjadi pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUMPEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI  DAN MISI
Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran RPJM Desa Bungko Tahun 2023–2028, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Desa secara bertahap, berkesinambungan, dan sesuai kewenangan Desa.
Visi dan misi pembangunan Desa Bungko menjadi arah bersama Pemerintah Desa dan masyarakat. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan aspirasi masyarakat, potensi Desa, kondisi objektif, hasil evaluasi pembangunan, serta tantangan pembangunan yang berkembang.
Adapun visi pembangunan Desa Bungko adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta Menuju Desa Bungko yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera.”

Misi merupakan penjabaran operasional dari visi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Misi Desa Bungko diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian RPJM Desa Tahun 2023–2028.
Dalam rangka meraih visi Desa Bungko sebagaimanad isebutkan, dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan yang ada baik dari faktor internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Bungko Tahun 2027 sebagai berikut:
1. Memelihara Nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan peran pemuda untuk turut serta membangun kemajuan desa dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui Pemanfaatan Potensi Desa.
5. Melaksanakan pembangunan desa dengan berlandaskan musyawawah dan mufakat.
6. Melanjutkan program-program Pemerintahan sebelumnya yang belum terealisasi.
2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA
a. Demografi
Jumlah Penduduk Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2026 sebanyak 1.525 jiwa, terdiri dari 780 laki-laki dan 745 perempuan, dengan 483 kepala keluarga. Data ini menjadi dasar pemutakhiran gambaran demografi RKP Desa Tahun 2027. 




Tabel  1
Pertumbuhan Penduduk
	No.
	Kelompok Umur / (Tahun)
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah
	Prosentase (%)

	1.
	0–4
	7 Jiwa
	3 Jiwa
	10 Jiwa
	1 %

	2.
	5–9
	57 Jiwa
	38 Jiwa
	95 Jiwa
	6 %

	3.
	10–14
	77 Jiwa
	74 Jiwa
	151 Jiwa
	10 %

	4.
	15–19
	70 Jiwa
	74 Jiwa
	144 Jiwa
	9 %

	5.
	20–24
	66 Jiwa
	62 Jiwa
	128 Jiwa
	8 %

	6.
	25–29
	58 Jiwa
	63 Jiwa
	121 Jiwa
	8 %

	7.
	30–34
	56 Jiwa
	71 Jiwa
	127 Jiwa
	8 %

	8.
	35–39
	54 Jiwa
	45 Jiwa
	99 Jiwa
	6 %

	9.
	40–44
	66 Jiwa
	64 Jiwa
	130 Jiwa
	9 %

	10.
	45–49
	63 Jiwa
	68 Jiwa
	131 Jiwa
	9 %

	11.
	50–54
	66 Jiwa
	46 Jiwa
	112 Jiwa
	7 %

	12.
	55–59
	56 Jiwa
	50 Jiwa
	106 Jiwa
	7 %

	13.
	60–64
	32 Jiwa
	37 Jiwa
	69 Jiwa
	5 %

	14.
	65+
	52 Jiwa
	50 Jiwa
	102 Jiwa
	7 %

	
	Jumlah
	780 Jiwa
	745 Jiwa
	1.525 Jiwa
	100 %


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.

Kondisi ketenagakerjaan Desa Bungko menunjukkan bahwa terdapat 830 penduduk usia 18–56 tahun, sebanyak 792 orang tercatat bekerja dan 38 orang belum atau tidak bekerja. Selain itu terdapat 824 orang yang tercatat sebagai angkatan kerja. Data ini menguatkan kebutuhan pengembangan keterampilan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi produktif sebagaimana diarahkan dalam kebijakan pembangunan Tahun 2027.
Tabel  2
Kondisi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja
	No.
	Indikator Tenaga Kerja
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	1
	Penduduk usia 18–56 tahun
	440 orang
	390 orang
	830 orang

	2
	Penduduk usia 18–56 tahun yang bekerja
	419 orang
	373 orang
	792 orang

	3
	Penduduk usia 18–56 tahun yang belum/tidak bekerja
	21 orang
	17 orang
	38 orang

	4
	Penduduk usia 0–6 tahun
	88 orang
	97 orang
	185 orang

	5
	Penduduk masih sekolah 7–18 tahun
	135 orang
	141 orang
	276 orang

	6
	Penduduk usia 56 tahun ke atas
	42 orang
	63 orang
	105 orang

	7
	Angkatan kerja
	436 orang
	388 orang
	824 orang


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.

b. Pendidikan
Data pendidikan dalam Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2026 menunjukkan masih adanya penduduk usia 18–56 tahun yang tidak tamat SD serta kelompok usia sekolah yang perlu dijaga keberlanjutan pendidikannya. Kondisi ini perlu diselaraskan dengan kebijakan Kota Kotamobagu Tahun 2027 yang membuka ruang dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, pendampingan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan penguatan layanan pendidikan sesuai kewenangan Desa.



Tabel 3
Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	1
	Usia 3–6 tahun belum masuk TK
	28
	18
	46

	2
	Usia 3–6 tahun sedang TK/play group
	1
	0
	1

	3
	Usia 7–18 tahun sedang sekolah
	112
	104
	216

	4
	18–56 tahun tidak pernah sekolah
	1
	0
	1

	5
	18–56 tahun pernah SD tidak tamat
	3
	2
	5

	6
	Tamat SD/sederajat
	192
	199
	391

	7
	Tamat SMP/sederajat
	136
	114
	250

	8
	Tamat SMA/sederajat
	148
	143
	291

	9
	Tamat D-1/sederajat
	0
	1
	1

	10
	Tamat D-2/sederajat
	2
	1
	3

	11
	Tamat D-3/sederajat
	2
	4
	6

	12
	Tamat S-1/sederajat
	26
	19
	45

	13
	Tamat S-2/sederajat
	0
	1
	1

	14
	Tamat S-3/sederajat
	0
	1
	1

	15
	Tamat SLB C
	0
	1
	1

	
	Jumlah
	651
	608
	1.259


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.

c. Kesehatan
Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2026 mencatat keberadaan 1 Puskesmas Pembantu, 1 Posyandu, 1 rumah/kantor praktik dokter, 1 rumah bersalin, 1 dokter umum, 4 paramedis, 2 bidan, dan 3 perawat. Pada saat yang sama, kebijakan APB Desa Tahun 2027 menekankan penguatan Posyandu, edukasi gizi, sanitasi, kesehatan ibu-anak dan remaja serta dukungan kader kesehatan sesuai kewenangan Desa.
Tabel 4
Indikator Kesehatan
	No.
	Indikator Sarana/SDM Kesehatan
	Jumlah
	Satuan

	1
	Puskesmas Pembantu
	1
	unit

	2
	Posyandu
	1
	unit

	3
	Rumah/Kantor Praktik Dokter
	1
	unit

	4
	Rumah Bersalin
	1
	unit

	5
	Dokter Umum
	1
	orang

	6
	Paramedis
	4
	orang

	7
	Bidan
	2
	orang

	8
	Perawat
	3
	orang


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026; arah kebijakan APB Desa Tahun Anggaran 2027.
2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN
Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2026 belum memberikan angka kemiskinan tervalidasi yang dapat dipakai sebagai pengganti data kemiskinan partisipatif sebelumnya. Oleh karena itu, RKP Desa Tahun 2027 tidak mengarang angka kemiskinan baru. Penetapan sasaran keluarga miskin perlu menggunakan pemutakhiran data desa dan mengacu pada DTKS dan/atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian diverifikasi secara partisipatif. Indikator kerentanan yang tersedia menunjukkan 38 penduduk usia 18–56 tahun belum atau tidak bekerja, 22 penduduk usia 18–56 tahun tidak tamat SD, dan 6 penduduk tercatat memiliki disabilitas.

Tabel 5
Indikator Kerentanan Sosial
	No.
	Indikator Kerentanan/Kesejahteraan
	Jumlah
	Keterangan

	1
	Penduduk usia 18–56 tahun belum/tidak bekerja
	38
	21 laki-laki; 17 perempuan

	2
	Penduduk usia 18–56 tahun tidak tamat SD
	22
	12 laki-laki; 10 perempuan

	3
	Penduduk penyandang disabilitas (jenis cacat tercatat)
	6
	2 laki-laki; 4 perempuan

	4
	Kepala keluarga
	483
	KK


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026; pemutakhiran sasaran kemiskinan dilakukan melalui data resmi dan verifikasi desa.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI
a. Potensi dan Struktur Ekonomi Desa
b. Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2026 lebih menyediakan data potensi ekonomi lokal daripada PDRB desa. Oleh karena itu, tabel berikut menggunakan indikator yang tersedia dan relevan untuk perencanaan RKP Desa Tahun 2027, yaitu unit usaha, kelompok ekonomi, perdagangan, jasa, perikanan, dan usaha air minum. Data ini selaras dengan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif, UMKM, pertanian, peternakan, perikanan dan BUMDes.
Tabel 6
Potensi Unit dan Kegiatan Ekonomi Lokal
	No.
	Jumlah
	Keterangan

	1
	BUMDes
	1
	unit

	2
	Usaha jasa pengangkutan
	18
	pemilik

	3
	Usaha toko/kios
	4
	unit; 12 tenaga kerja

	4
	Usaha perikanan
	2
	unit; 4 jenis produk

	5
	Usaha air minum kemasan/isi ulang
	9
	unit; 3 jenis produk

	6
	Kelompok tani/nelayan
	2
	kelompok; 20 pengurus/anggota tercatat


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.
c. Potensi Sumber Perekonomian dan Usaha Lokal
Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian
	No.
	Komoditas/Potensi
	Jumlah/Luas
	Produktivitas
	Catatan

	1
	Padi sawah
	125,00 Ha
	0,75 Ton/Ha
	Tanaman pangan

	2
	Jagung
	15,00 Ha
	6,00 Ton/Ha
	Tanaman pangan

	3
	Mangga
	12,00 Ha
	3,00 Ton/Ha
	Buah-buahan

	4
	Rambutan
	9,00 Ha
	1,00 Ton/Ha
	Buah-buahan

	5
	Pisang
	28,00 Ha
	10,00 Ton/Ha
	Buah-buahan

	6
	Kelapa
	53,00 Ha
	6,00 Kw/Ha
	Perkebunan rakyat

	7
	Kopi
	34,00 Ha
	1,00 Kw/Ha
	Perkebunan rakyat

	8
	Cengkeh
	33,00 Ha
	4,00 Kw/Ha
	Perkebunan rakyat

	9
	Kakao
	8,00 Ha
	3,00 Kw/Ha
	Perkebunan rakyat


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.
Tabel 8
Potensi  Peternakan dan Perikanan
	No.
	Komoditas
	Pemilik/Unit
	Populasi
	Produksi/Keterangan

	1
	Sapi
	5 orang
	28 ekor
	Ternak

	2
	Ayam kampung
	36 orang
	211 ekor
	Ternak

	3
	Bebek
	7 orang
	156 ekor
	Ternak

	4
	Angsa
	1 orang
	2 ekor
	Ternak

	5
	Empang/kolam ikan
	4,20 Ha
	-
	1,70 Ton/Tahun

	6
	Ikan mas
	-
	-
	0,90 Ton/Tahun

	7
	Ikan mujair
	-
	-
	1,30 Ton/Tahun

	8
	Ikan lele
	-
	-
	0,60 Ton/Tahun

	9
	Ikan nila
	-
	-
	1,30 Ton/Tahun


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR
Kondisi infrastruktur Desa Bungko menunjukkan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan pada irigasi, air bersih, sanitasi, persampahan, serta sarana pelayanan dasar. Data profil Tahun 2026 mencatat 3.500 m saluran primer, 5.360 m saluran sekunder, dan 10.670 m saluran tersier, dengan bagian rusak masing-masing 1.650 m, 3.610 m, dan 9.750 m. Kondisi tersebut menjadi dasar penajaman kegiatan infrastruktur RKP Desa Tahun 2027.
Tabel 9
Sarana Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan
	No.
	Sarana Air Bersih dan Sanitasi
	Satuan
	Jumlah Panjang Jalan

	1
	Sumur gali
	236
	unit
	

	2
	Hidran umum
	3
	unit
	

	3
	Tangki air bersih
	3
	unit
	

	4
	Mata air
	24
	unit
	

	5
	MCK umum
	20
	unit
	

	6
	Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah
	1
	unit/sistem tercatat
	

	7
	TPS
	4
	lokasi
	

	8
	Tong sampah
	8
	unit
	


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026.
Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi
	No.
	Uraian
	Rusak
	Kondisi Baik*

	1
	Saluran primer
	3.500 m
	1.650 m
	1.850 m

	2
	Saluran sekunder
	5.360 m
	3.610 m
	1.750 m

	3
	Saluran tersier
	10.670 m
	9.750 m
	920 m

	4
	Pintu pembagi air
	8 unit
	8 unit
	0 unit


Sumber Data: Profil Desa Bungko, Mei 2026. *Kondisi baik dihitung sebagai panjang/jumlah tercatat dikurangi kondisi rusak.





Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman (Data Pembanding)
	No.
	Indikator Permukiman
	2022
	2023
	2024

	1
	Rumah Tidak Sehat
	0 KK
	0 KK
	0 KK

	2
	Rumah Tidak Layak Huni
	2 unit
	6 unit
	4 unit


Sumber Data: Profil Desa Bungko; data 2022–2024 pada dokumen sebelumnya. Pemutakhiran RTLH Tahun 2027 wajib diverifikasi kembali sebelum penganggaran.
BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan di tingkat desa tidak hanya bersumber dari faktor internal desa itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dan permasalahan pada tingkat yang lebih makro, yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin kompleks dan berdampak luas apabila proses identifikasi masalah tidak dilakukan secara tepat dan partisipatif, sesuai dengan sumber penyebab serta tingkat signifikansinya. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat akan menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan desa. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau inefisien, sehingga tujuan pembangunan desa tidak dapat tercapai secara optimal.
Dalam menyusun rumusan prioritas perencanaan pembangunan desa, sangat penting mempertimbangkan kondisi obyektif desa, yaitu keadaan yang menggambarkan situasi aktual yang ada di Desa, termasuk aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lain yang dimiliki. Proses perencanaan harus pula memasukkan berbagai aspek strategis yang meliputi keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan optimalisasi sumber daya lokal menjadi komponen penting yang tidak kalah penting untuk dimasukkan dalam prioritas pembangunan desa. Pengarusutamaan perdamaian dan nilai-nilai kearifan lokal juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat.
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok permasalahan penting. Pengelompokan ini didasarkan pada analisis terhadap kondisi objektif Desa, hasil evaluasi pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan Desa.
Permasalahan tersebut, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:
3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahap penyusunan RKP Desa Tahun 2027, hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Desa, masukan masyarakat, serta kegiatan yang masih berjalan. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan kegiatan yang perlu dilanjutkan, diperbaiki, disesuaikan, atau tidak lagi diprioritaskan pada Tahun 2027. Data pelaksanaan yang belum lengkap perlu dimutakhirkan sebelum penetapan akhir kegiatan dan target.
1. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI KONDISI DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA
Berdasarkan data pembangunan Desa, Profil Desa, serta hasil evaluasi Indeks Desa tahun 2025 yang tersedia dalam dokumen sumber, Desa Bungko memiliki sejumlah capaian sekaligus tantangan pembangunan. Data tersebut menjadi salah satu bahan analisis RKP Desa Tahun 2027. Pemutakhiran data tahun 2026 tetap perlu dilakukan sebelum penetapan final kegiatan dan target agar rencana benar-benar mencerminkan kondisi terbaru.
Data yang tersedia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, pemerataan akses air bersih dan sanitasi, serta perlindungan kelompok rentan merupakan aspek yang perlu terus diperhatikan. Penentuan prioritas Tahun 2027 dilakukan berdasarkan data terbaru, hasil evaluasi, dan kesepakatan Musyawarah Desa.
Evaluasi kondisi dan capaian pembangunan menjadi bahan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Desa mengutamakan kegiatan yang memiliki dasar masalah dan data yang jelas serta dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan Desa.
Hasil evaluasi Indeks Desa tahun 2025 yang tersedia menunjukkan perlunya penguatan pemanfaatan sumber daya lokal, inovasi teknologi tepat guna, kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pelestarian lingkungan. Temuan tersebut menjadi bahan awal yang perlu dikonfirmasi melalui pemutakhiran data tahun 2026 dan hasil musyawarah perencanaan Desa.
Perlindungan kelompok rentan, kesetaraan akses layanan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan ketahanan Desa menjadi prinsip yang perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2027.

3.3. IDENTIFIKASIMASALAH BERDASARKAN RPJM DESA 
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Bungko di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.
Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan Peraturan Desa Bungko Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJM Desa Bungko tahun 2023 - 2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
· Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023-2028 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
· Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah tersedianya operasional pemerintah desa yang memadai, namun dengan adanya refocusing anggaran maka dirasa tidak maksimal.
· Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah tersedianya operasional dan kegiatan pembangunan di desa.
· Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah tersedianya operasional dan honorarium LINMAS serta pemuka agama di desa.
· Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah tersedianya program peningkatan UMKM dan bantuan-bantuan kepada masyarakat.
· Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah tersedianya operasional penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa.
3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT
Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.
Masalah tersebut meliputi:
1. Masih banyak  tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, baik melalui hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Kecamatan maupun melalui hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya.
Dalam penyusunan RKP Desa, proses identifikasi masalah harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada di tingkat lokal maupun hasil evaluasi atas pencapaian program pembangunan yang telah berjalan. Prioritas masalah yang akan diangkat harus didasarkan pada analisis kebutuhan mendasar masyarakat, potensi sumber daya yang tersedia, serta dampak dari masalah tersebut terhadap pembangunan secara keseluruhan.
Selain itu, identifikasi masalah harus mengacu pada dokumen kebijakan pembangunan daerah tahun berikutnya yang telah disusun, sehingga seluruh proses perencanaan yang dilakukan benar-benar sejalan dan sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, masalah utama yang diidentifikasi dapat menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan efektif agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah meliputi berbagai aspek, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur yang merata dan berkualitas, serta pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan masalah ini harus dilakukan secara stratifikasi, mulai dari masalah yang mendesak dan urgen hingga masalah yang perlu perhatian khusus untuk keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Seluruh proses identifikasi masalah harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat, perangkat pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya agar hasilnya akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap masalah yang diidentifikasi dapat tersusun dalam prioritas yang sesuai, serta mampu dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.























BAB  IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bungko dalam RKP Desa Tahun 2027 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2026, pencermatan RPJM Desa Tahun 2023–2028, kondisi objektif Desa, kebutuhan masyarakat, informasi pagu indikatif Desa, data penunjang Pemerintah Kota Kotamobagu, serta penyelarasan dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. Prioritas disusun dengan mempertimbangkan kewenangan Desa, manfaat bagi masyarakat, keberlanjutan, kesiapan pelaksana, dan kemampuan pendanaan.
Dalam penyusunannya, prioritas pembangunan Desa memperhatikan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan kerentanan sosial, infrastruktur dasar dan lingkungan, penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat, transformasi digital dan keterbukaan informasi, perlindungan kelompok rentan, ketangguhan terhadap bencana, serta agenda prioritas nasional dan daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan Desa dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Tujuan penetapan prioritas program pembangunan Desa Tahun 2027 adalah memastikan sumber daya Desa diarahkan pada masalah yang paling relevan dan dapat ditangani sesuai kewenangan Desa. Setiap kegiatan diharapkan memiliki sasaran, lokasi, target keluaran, pelaksana, dan sumber pembiayaan yang jelas serta dapat dipantau dan dievaluasi.
Prioritas pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan Desa.
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu:
4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2027
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
a) Sistem organisasi masyarakat adat; 
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d) Pengelolaan tanah kas Desa;
e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
2. Operasional Perkantoran;
3. Operasional BPD;
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana   Perkantoran;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
1. Pembangunan Drainase Lingkungan;
2. Pembangunan Pagar PAUD;
3. Penyusunan Profil Desa;
4. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
3. Fasilitasi TP-PKK;

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
1. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Bulan Bhakti Gotong Royong;
6. Lomba Desa;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2023-2028 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat menjadi dasar yang kuat bagi desa untuk memprioritaskan program pengembangan kesenian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2028. Kewenangan ini mencakup perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan seni tradisional yang menjadi identitas masyarakat desa.
4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA
Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.
4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027
Prioritas program pembangunan skala supra Desa/kecamatan/kota merupakan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Bungko tetapi berada di luar kewenangan Desa atau membutuhkan dukungan pembiayaan dan sumber daya yang tidak dapat dipenuhi oleh Desa secara mandiri. Usulan tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan data kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan di Desa Tahun Anggaran 2027, kemudian disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bungko yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Data Penunjang Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027: untuk Desa Bungko tercantum kegiatan "Pembangunan Pagar SD Negeri Bungko" dengan anggaran Rp50.000.000,00, volume 1 paket, pelaksana Dinas Pendidikan (DISDIK) Kota Kotamobagu, sumber dana DAU, dan pengusul Alfitri Tungkagi, A.Pd. Kegiatan ini merupakan kegiatan perangkat daerah yang masuk ke Desa dan sumber pendanaannya berasal dari DAU, sehingga dicatat dalam RKP Desa sebagai penyelarasan program daerah, bukan sebagai belanja APB Desa.
4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa merupakan seluruh hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kebijakan keuangan Desa Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan RKP Desa Tahun 2027, kemampuan pendapatan Desa, pagu indikatif Desa, kewenangan Desa, dan ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang berlaku.
Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai asas pengelolaan keuangan Desa. Tahapannya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2027 harus memiliki dasar RKP Desa, sasaran yang jelas, indikator keluaran, lokasi, pelaksana, dan sumber pembiayaan. Penganggaran tidak menggunakan asumsi nominal tetap dari APB Desa Tahun 2026, tetapi disesuaikan dengan pagu indikatif dan ketentuan pendanaan Tahun Anggaran 2027 yang resmi.
Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027 dilakukan setelah RKP Desa Tahun 2027 ditetapkan, dengan memastikan keterkaitan antara prioritas kegiatan, sumber pendanaan, target kinerja, dan kemampuan keuangan Desa. Ketentuan khusus Dana Desa Tahun 2027 yang diterbitkan Pemerintah setelah dokumen ini disusun menjadi bahan penyesuaian dalam APB Desa.
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan sesuai APB Desa dan peraturan pelaksanaannya, dengan mekanisme penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
Kebijakan keuangan tersebut diarahkan untuk memastikan anggaran Desa memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga kesinambungan program prioritas Desa.
a. Pendapatan Desa
	Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
	Berdasarkan surat Pemerintah Kota Kotamobagu mengenai Pagu Indikatif APB Desa Tahun Anggaran 2027 dan Data Penunjang Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027, pagu indikatif pendapatan Desa Bungko Tahun Anggaran 2027 terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp274.301.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.414.183.100, Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp10.212.000, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp40.730.200, sehingga jumlah pagu indikatif yang tercantum dalam data penunjang sebesar Rp2.739.426.300. Angka tersebut menjadi dasar awal penyusunan kerangka pendapatan RKP Desa Tahun 2027 dan tetap harus disesuaikan dengan penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2027 serta ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang berlaku.
	No.
	Sumber Pendapatan Desa
	Pagu Indikatif 2027 (Rp.)

	1.
	Pendapatan Asli Desa
	Rp.
	0 (Nihil - belum ditetapkan, potensi TKD/BUMDes)

	
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa
	Rp.
	0

	2.
	Dana Desa bersumber APBN (DD)
	Rp.
	274.301.000

	3.
	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Pajak Daerah Rp 10.212.000
 - Retribusi Daerah Rp 40.730.200
	Rp.
	50.942.200

	4.
	Alokasi Dana Desa (ADD)
	Rp.
	2.414.183.100

	5.
	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
	Rp.
	0 (Menunggu penetapan)

	
	a. Dari Pemerintah
	Rp.
	0 (Menunggu penetapan)

	
	b. Dari Pemerintah Provinsi
	Rp.
	0 (Menunggu penetapan)

	
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)
	Rp.
	0 (Menunggu penetapan)

	6.
	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
	Rp.
	0 (Menunggu penetapan)

	7.
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
	Rp.
	0 (Menunggu penetapan)

	
	JUMLAH PAGU INDIKATIF
	Rp.
	2.739.426.300


b. Belanja Desa 
Kerangka Belanja Desa Tahun Anggaran 2027
1) Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 dikelompokkan sesuai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat lainnya sesuai kewenangan Desa dan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
	No.
	Bidang Belanja
	Pagu 2027

	1
	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Rp.
	1.214.772.470

	2
	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa
	Rp.
	889.306.650

	3
	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	Rp.
	497.269.200

	4
	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Rp.
	107.404.800

	5
	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
	Rp.
	30.673.180

	TOTAL
	Rp.
	2.739.426.300



c. Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2) Pencairan Dana Cadangan;
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana  di atas, mencakup:
1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
2) Penyertaan Modal Desa.















































BAB  V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana komitmen dan konsistensi dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerjasama dalam membangun desa. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, akan lebih menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan desa.
Sebaliknya, permasalahan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat dan pemerintah desa sering muncul apabila komunikasi tidak berjalan efektif dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan program dan dana desa serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan harus terus ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat yang merata dan kemandirian desa secara berkelanjutan. RKP Desa yang disusun dan disepakati bersama masyarakat akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa di tahun mendatang.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan, mengacu pada RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati melalui tahapan perencanaan Desa.
Semoga seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan desa serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.
Akhir kata, marilah kita tingkatkan sinergi, komitmen, dan partisipasi agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
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